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PUTUSAN
Nomor 0193Pdt.G/2018/PA.Bn

v P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

IR v 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal dii [N
N ., <ota
Bengkulu, sebagai Penggugat;

Melawan

IR . 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal i | O
IR <ota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta

mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 12 Februari 2018
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam

register perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 12 Februari 2018 ,

telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil — dalil

sebagaimana telah termuat dalam posita gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari  Jum’at tanggal 08 Oktober 2010 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah  Nomor
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" 414/30/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1

anak dan Duda 3 anak;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah
tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik
Tergugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 6 tahun 5 bulan
sampai berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang
yaitu :

B v 6 tahun 2 bulan (lahir 30 Januari
2012);
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun,
akan tetapi sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dengan sebab:

a. Tergugat tidak perduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan
anak;

b. Tergugat lebih dominan dengan anak Tergugat dari pada kepada
Penggugat;

c. Hubungan Tergugat dengan orang tua dan Keluarga Penggugat kurang
harmonis;

d. Tergugat sering mnegluarkan kata-kata cerai;

6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 telah terjadi puncak perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang selalu
berat sebelah, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama
hidup berpisah lebih kurang 5 bulan tersebut antara Penggugat dan

Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
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8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat

karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di

uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (I GcTcNGEG
terhadap Penggugat (NI

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara/relaas panggilan
untuk Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan
Agama Bengkulu, tanggal 08 Maret 2018 dan tanggal 20 Maret 2018 yang
dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;
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Bahwa, mesk|pun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang

menghadap dipersidangan, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka

Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT :

- Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor
414/30/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu yang telah dinazzegelen dengan meterai cukup, kemudian
diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian
diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

SAKSI - SAKSI

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah
telah menerangkan dan mengaku masing — masing :
. . (U 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Adira Finance, tempat kediaman di | GGczcNGIGNGEG
e
B <ota Bengkuly, :
Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik
Tergugat;

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, anak
tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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@é@ tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih saya tahu dari
Penyebab perselisihan saksi kurang mengetahui;

Pengg

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan
terakhir, Penggugat/ yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;;
2. . 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

kediaman di __——
I N N <ota Bengkulu.,

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, anak
tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saat terjadi
perselisihan, saksi mengetahui setelah Penggugat member tahukan
kepada saksi;

- Penyebab perselisihan saksi kurang mengetahui;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan
terakhir, Penggugat/ yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Saksi menyatakan keterangannya cukup;
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" B Am 2 B SRIEIANORR GRSl SRS R REAOgUgat menyatakan

tidak akan mendatangkan bukti — bukti lain lagi, dan menyampaikan

kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat
mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan sebab-sebab
sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat
tertanggal 02 Maret 2018 diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan
(Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama lIslam, oleh karenanya
berdasarkan pasal 49 Undang — undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor
3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya
dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang — undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum
Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan

Agama Bengkulu;
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a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

]t_ e

Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti benar
telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Oktober
2010 yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terpenuhi
maksud pasal 2 Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti
Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karena itu masing — masing berkwalitas hukum sebagai para
pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas maka
gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya yang telah dilaksanakan
oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat
sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali

rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal
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pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat
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tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah
datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan terlebih dahulu Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap
dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara
ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah
disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relaas panggilannya,
ternyata Tergugat sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut guna
menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua
dalii gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengetahui dan
memahaminya, dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan maka harus
dinyatakan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab atau
menyampaikan bantahannya, karena itu Tergugat dipandang mengakui semua
dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Penggugat vyang telah
dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana
termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedua orang saksi tersebut
adalah orang dekat sudah seperti keluarga sendiri kepada Penggugat maupun

Tergugat;
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Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a
guo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau
orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat,
maka oleh karenanya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah menguatkan
semua posita gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (tanda P) dan
keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah

menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat, hingga sekarang
masih terikat pernikahan yang sah dengan Tergugat tidak pernah bercerai,

dan telah mempunyai 1 orang anak;

2. Bahwa, keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya
rukun dan harmonis selama 5 tahun, kemudian sejak bulan November 2015
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,

namun Penggugat masih berusaha untuk tetap bertahan bersama Tergugat;
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' 3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena:
a. Tergugat tidak perduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan

anak;
b. Tergugat lebih dominan dengan anak Tergugat dari pada kepada
Penggugat;
c. Hubungan Tergugat dengan orang tua dan Keluarga Penggugat kurang
harmonis;
d. Tergugat sering mnegluarkan kata-kata cerai;
4. Bahwa, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari
Tergugat;
5. Bahwa, pihak keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat agar

bersatu lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh
karena itu sejak tanggal 15 Oktober 2017 telah pisah rumah sampai sekarang,
karena sudah memuncak pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah
pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan
keengganannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta
dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, pihak keluarga
sudah tidak berhasil lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang
mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk
disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana

ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada
para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada
lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan
sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk
diperbaiki dan disatukan kembali (broken marriage), maka cukup alasan untuk
memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang
menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993
tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:
Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah,
tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat
adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau
tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada
Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan
lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam

Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

Jaz-5 lazl] [35Cacd 3330 sl 205 05T G515 3l gl

- -3 TR ¥ : Ry .
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut

Majelis Hakim tidak tepat apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup
bersama sebagai suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama, padahal
kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah,
karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al
Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut
diatas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan
perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini,
hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative
(mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dihindari, maka sesuai
dengan kaidah fikih menyatakan:

5 ¢ Yol lgb oi gl ouoll>

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama dari pada mengambil
mashlahat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak
terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan
terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat
sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan
tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang
Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum
Islam, karena itu berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengguggat dikabulkan maka

untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor
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putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat ([ EGcNINGNGzNG )
terhadap Penggugat (G ):

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
berjumlah Rp. Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 02 April 2018
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Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Rosmawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Sarijan MD., M.H.. Rozali,B.A.,S.H.,M.H.

Panittera Pengganti

Rosmawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.225.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,- +
Jumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
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